
4. Undang-Undang ... 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2004 tentang Pcrneriksaan 
Pengclolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara [Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 4400); 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 'fambahan 
Lembaran Negara Nomor '1286); 

Mcngirigat: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, pcrlu mcnetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tentang Tata Cara Penyelesaian Kcrugian 
Negara di Liogkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

Menimbang: a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang- 
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara perlu 
disusun Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jingkungan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

KEPALA BADAN KOORDJNASJ PENANAMAN MODAL REPUBLiK INDONESIA, 
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DI LINOKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
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BAB I ... 

Mcnetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASJ PENANAMAN MODAL 
TENTANG TATA CARA PENYELBSAIAN l<lcR\JGIAN NROARA 01 
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 

MEMUTUSKAN: 

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang 
Tata Cara Penggunaan, Pernanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 

<:»: 

10.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap 
Bendahara; 

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Sadan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

tent.nng Pedoman 
Belanja Negara 
terakhir dengan 

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 
Pdaksanasn Anggaran Pendapatan dan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia To.hun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian lntem Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4892); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tuhun 
2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20<Y7 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Neg.ira Tahun 2007 Noroor 67, 'l'ambahan 
Lernbaran Negara Nomor 4724); 
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7. Penyclcsaian ... 

6. Plhak Ketiga adalah mitra kerja/reknnan/perscorangan/ 
tenaga perbantuan dan pihak lain yang melaksanakan 
pekerjaan di Kantor Badan Koordinasi Pcnanarnan Modal. 

5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah set.iap 
warga negara Rcpublik Indonesia yang telah memcnuhi 
syarat-syarat yang ditenrukan, diangkat olch pejabat 
kepcgawaian yang oerwenang dan diserahi tugas dalam 
auatu jabatan negeri a tau discrahi rugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan peraturan pcrundang-undangan 
kepegawaian yang berlaku. 

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR, adalab 
suatu proses pengembalian Kerugian Negara yang dilakukan 
terhadap PNS dan/atau Pihak Kctiga sebagai akibat langsung 
ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan mclawan 
hukum. 

4. 

Pengguna Barang Millk Negara adaJah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan barang milik negara di lingkungan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

3. 

Bendahara di lingkungan Badan _Koordinasi Penanarnan 
Modal adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan 
diangkat oleh Kepala untuk menerima, menyimpan dan 
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau 
barang milik negara. 

2. 

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, 
dan/atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, 
yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik: sengaja maupun Ialai. 

1. 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

Pasal l 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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J 6. Tanggung ... 

15. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap para pelaku 
Kerugian Negara karena yang bersangkutan ingkar janji atau 
melanggar hukum atau lalai. 

14. Lalai adalah mengabaikan scsuatu yang semestinya dilakukan 
atau tidak melakukan kcwajiban. 

13. lngkar janjl/wanprestasi adalah tidak mcnepati perjanjian 
sebagaimana tertuang di dalam SPKMKN. 

12. KadaJuwarsa ada.lah jangka waktu tertentu yang 
menyebabkan gugumya hak untuk mclakukan TGR terhadap 
pelaku Kerugian Negara. 

11. Ahli waris adalah anggota keluarga yang secara hukwn 
mendapatkan hak waris, 

10. Surat Pemyataan Kesanggupan Mengemba.likan Kerugian 
Negara yang selanjutnya disingkat SPKMKN, adalah suatu 
bentuk pemyataan yang tidak dapat dit.arik kembali dibuat 
oleh PNS dan/atau Pihak Ketiga yang menyatakan 
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan 
bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan 
bersedia mengganti Kerugian Negara d.imaksud. 

9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya 
disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh KepaJa yang 
mempunyai tugas dan Iungsi untuk menangani dan 
menyelesaikan Kerugian Negara. 

8. Keadaan kahar lforoe majeure) adalah keadaan di luar 
dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan Kerugian 
Negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh inst.ansi yang 
berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan 
seseorang atas tel)ad.inya kerugian tersebut, 

7. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Daroai adalah upaya 
untuk memperoleh kembali pengembalian sepenuhnya atas 
kerugian yang diderlta oleh Negara dalam waktu yang 
sesing.kat-singkatnya, baik yang dilaksanakan secara tunai 
maupun dengan mengangsur. 
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e. peningkatan ... 

(I) Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara dimaksudkan sebagai 
acuan untuk menyclesaikan Kerugian Negara yang dilakukan 
oleh PNS dao/atau Pihak Ketiga; 

(2) Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara ini bertujuan untuk : 
a. mengembalikan kerugian Negara yang tclah terjadi; 
b. penegakan dan kepastian nukum dalam penyelesaian 

pengelolaan keuangan negara; 
c. penjagaan atas hak dan aset negara: 
d. oprirnalisasi pcmulihan pengelolaan kcuangan 

negara;dan 

Pnsa.12 

BA.B II 
MAKSUD TUJUAN 

22. Kepala Unit Kerja adalah Direktur, Kepala Biro dan/atau 
Kepala Pusat di lingkungan BKPM. 

21. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala yang mernpunyai 
tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap 
pelaksanaan tugas di lingkungan BK.PM. 

20. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BKPM. 

19. Kepala adalah Kepala BKPM. 

18- Badan J{oordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya 
disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman 
modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pn:siden. 

17. Sadan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, 
adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa 
pengelolaan dan tangguogbjawab keuangan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik. Indonesia Tahun 1945. 

16. Tanggung Rcnteng adalah umggung jawab yang dilaksanakan 
secara bersama-sama olch orang-orang/pihak-pihak terkait 
da1am perbuatan yang merugikan Negara. 
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BAB V ... 

(1) Kepala Unit Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Negara 
kepada Unit Eselon I dan membcritahukan kepada lnspektorat 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kcrja setelah Kerugian 
Negara diketahui dengan tembusan kepada Kepala. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilengkapi 
sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara 
Pemeriksaan Kas/l3arang. 

Pasal 5 

lnfonnasi Kerugian Negara dapat diketahui dari : 
a. pengawasan dan/atau pernberitahuan KepaJa Unit Kerja; 
b. pengawasan Inspeklorat; 
c. pemeriksaan Badan Pcmeriksa Keuangan. 

Pasal4 

BAB IV 
INFORMASI KERUGIAN NEOARA 

(t) Peraturan ini mengatur mengenai tata cara. penyelesaian 
kerugian negara di lingkungan BKPM berdasarkan hasil 
pemeriksaao Badan Pemeriksa Keuangan ataupun 
lnspektorat terhadap PNS dan/atau Pihak Ketiga di 
lingkunga.n BKPM. 

(2) Tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap 
Bendahara di lingkungan BKPM, mengacu pads Peraturan 
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. 

Pasa13 

BAB 111 
RUANO UNGKUP 

tanggung jawab PNS 
pengelolaan keuangan 

Ba.rang Millk Negara di 

e, peningkatan disiplin dan 
dan/atau Pihak Ketiga dalam 
negara dan/atau penggunaan 
lingkungan B.KPM. 
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l::IAB VJ .•• 

(l} Kerugian Negara disebabkan oleh : 
a. perbuatan melawan hu.kum atau melalail<an kewajiban 

yang dilakukan oleh PNS dan/atau Pihak Ketiga; 
b. kea.daan kahar. 

(2) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari PNS 
eebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bcrupa: 
a. menyalahgunakan barang atau uang atau surat berharga 

milik Negara; 
b. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, 

memlnjamkan, menglillangkan, merusak dolrumen, surat 
berharga dan/atau barang milik Negara secara t:idak sah; 

c. menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang 
mengakibatkan keruglan Negara; 

d. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya 
sehingga pihak ket:iga terhindar dari kewajiban membayar 
kepada Negara; 

e. tidak menyimpan dan tidak mengawasi secara khusus 
terhadap barang-barang yang dianggap atau dikategorikan 
atraktif yang mcnjadi wewenang penggunaannya atau 
lingkup tugasnya; 

f. tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak 
mengambil sikap, pada waktu mengetahui hilang atau 
rusaknya dokumen, surat berharga atau barang; 

g. tidak mcnyimpan dan tidak rnemelihara barang yang 
menjadi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan 
adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal 
lainnya; 

h. kclalaian dalam membuat pertanggung jawaban 
pcnggunaan Barang Milik Negara. 

(3) Perbuatan melawan hukum atau kelalaian oleh Pihak Ketiga 
aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa : 
a. perbuatan melawan hukum seperti : 

l) pemalsuan barang yang dijua! kepada Negara; 
2) pemalsuan dokumen penagihan kepada Negara; 
3) penggclapan barang/uang milik Negara yang sedang 

menjadi tanggung jawabnya; 
b. ingkar janji terhadap kontrak; 
c. kclalaian dalam mengurus/memelihara barang/uang milik 

Negara yang menjadi tanggung jawabnya. 

...... 

Pasal6 

BABV 
SEBAB-SEBAB KERUOIAN NEGARA 
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BAO Vil ... 

(1) Dalam menyelesaikan Kerugian Negara, Kepala dibantu 
TPKN. 

(2) TPKN rnempunyai tugas untuk memproses penyelesaian 
Kerugian Negara terhadap Bendahara, PNS dan terhadap 
Pihak Ketiga. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di.maksud pada 
ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi; 
a. penglnventarisasian kasus .Kerugian Negara yang diterima 

dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan dan lnspektorat; 

b. pengumpulan dan melakukan verifikasi buktl-bukti 
pendukung bahwa Bendahara, PNS, dan/atau Pihak 
Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hulrum, baik 
disengaja maupun lalai sebingga mengakibatkan 
terjadinya Kerugian Negara; 

c. penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara, 
PNS, dan/atau Pihak Ketiga yang telah melakukan 
perbuatan melawan hukum, baik discngaja maupun lalai 
yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian 
Negara; 

d. penyelesaian Kerugian Negara melalui SPKMKN; 
e. pemberian pertimbangan kepada Kepala tentang Kerugian 

Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalarn 
Penetapan Pembebanan TGR bagi Bendahara, PNS serta 
pelimpahan kepada Instansi yang mcnangani Piutang dan 
Lelang Negara atau penegak hukum bagi Pihak Ketiga; 

f. peoata usahaan penyclesaian Kerugian Negara; 
g. penyampaian Laporan Perkembangan Penyelesaian 

Kerugian Negara kepada Kepala dengan ternbusan kepada 
Sadan Pemcriksa Keuangan setiap 3 (tiga) bulan 
(triwulan}. 

(4) TPKN yang terdiri dari Ketua, \Vakil Ketua, Sekrctaris dan 
Anggota dibentuk dengan Keputusan l<epala. 

(5} Kcpala mcmerin1ahkan TPKN untuk mcnindaklanjuti setiap 
laporun sebagaimana dimaksud dalam Paso! 5 ayat {J) 
selambal·lambatn)'-a 7 ftujuh) hari kerja sejak menerima 
laporan, 

Pasa17 

BAB VJ 
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA. 
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OAl::l VHI ... 

(1) Penetapan Kerugian Negara harus jelas memuat : 
a. identitas pelaku; 
b. status kepcgawaian/status pelaku yang beraangkutan; 
c. unsur kesalahan para pelaku. 

(2) Unsur kesalahan para pclaku sebagaimana dimaksud pada 
ayat [I] huruf c, yang mengakibatkan Kerugian Negara 
meliputi: 
a. perbuatan Jangsung antara lain mcncuri, rnenggclapkan, 

merusak uang atau Barang Milik Negara, membayar lebih 
kepada Pihak Ketiga, atau ingkar janji yang menjadikan 
Negara menderita kerugian; 

b. pcrbuatan tidak langsung, antara lain sebagai atasan 
langsung telah Jalai dalarn tugasnya sehingga 
memudahkan/memungkinkan pegawai atau Pihak Ketiga 
melakukan kecurangan-kecurangan scningga 
menimbulkan Kerugian Negara, dan tcrhadap pcrbuatan 
tersebut dilakukan tunrutan ganti rugi secara t.:1nggunR 
renteng. 

Pasal9 

(1) Penetapan jumlah Kerugian Negara berdasarkan alas 
perhitungan jumlah kerugian yang pasti diderita oleh Negara. 

{2) Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa : 
a. kendaraan bennotor, ditetapkan berdasarkan harga 

pasaran sesuai Keputusan Gubemur setempat yang 
berlaku pada saat itu; 

b. pe.rlengkapan/alat rumah tangga kantor/Barang Milik 
Negara lainnya, ditetapkan berdasarkan harga pasaran 
barang menurut jenis spesifikasi yang sarna, pada saat 
barang tersebut hilang dengan memperhitungkan 
penyusutan maksimal 10% per-tahun dengan kondisi 
barang terendah minimal 20% dari harga taksiran; dan 

c. bangunan gedung, ditetapkan berdasarkan standar harga 
dengan mcmpcrhitung)can pcnyusutan sesuai Keputusan 
Menteri yang mernbidangi pekerjaan umum pada saat 
kejadian. 

·- 

Pasal8 

BABVIl 
PENETAPAN JUMLAH DAN PEIAKU KERUOIAN NEGARA 
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(4) SPKMKN ... 

(1) Penyelesaian kerugian Negara oleh PNS dan/atau Pihak 
Ketiga secara damai dapar dilakukan dcngan cara tunai atau 
diangsur. 

(2) Pcnyelcsaian secara darnai dilakukan dengan membuat 
SPI<MKN bagi PNS dan/atau Pihak Keriga, dengan 
menggunakan formulir sebagairnana tercanrurn dalam 
Lampiran I Peraturan ini. 

(3) Batas waktu untuk pcnyelesaian kerugian Negara dengan 
cara diangsur untuk PNS dan/atau Pihak Ketiga paling lama 
48 [ernpat puluh delapan) bulan sejak penetapan 
pembebanan oleh TPKN. 

Pasal 12 

Penetapan penyelesaian Kerugian Negara dapat dilakukan dengan 
cara : 
a. Upaya damai; 
b, 1\mtutan Ganti Rugi. 

Pasal 11 

(1) TPl<N mcngumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap 
tindak Janjut basil pemeriksaan Sadan Perneriksa Keuangan 
dan Inspektorat yang belum dituntaskan penyelesaiannya 
oleh lnspektorat dan/atau Unit Satuan Kerja atau Unit 
Kedeputian/Sekretariat Utama. 

(2) TPKN melakukan pemeriksaan terhadap PNS dan/atau Pihak 
Kctiga atas timbulnya kerugian Negara paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja dan menerbitkan Berita Acara 
Pemeriksaan. 

(3) TPKN menetapkan jumlah dan pelaku Kerugian Negara yang 
harus diselesaikan. 

(4) Setiap Kerugian Negara baik yang dilakukan oleh PNS, 
dan/atau Pihak Ketiga yang diakibatkan karena perbuatan 
melawan hukum atau melalalkan kewajiban diupayakan 
diselesaikan secara damai, 

Pasal 10 

BABVJJI 
MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 
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c. Kerugian ... 

1\mtutan Gariti Rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi sernua 
pcrsyaratan sebagai berikut : 
a. negara telah dirugikan; 
b. Kerugian Negara harus telah pasti; 

(1) Bcrdasarkan SPKMKN, PNS/Pihak Kctiga wajib mengganti 
Kerugian Negara dengan cara menyetorkan sccara tunai lee 
Kas Negara dalam jangka waktu selambat-Jambatnya 14 
[empat belas] hari sejak penetapan pcmbebanan oleh 
TPKN. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah terlampaui, PNS 
tidak mengganti Kerugian Negara secara · tunai, TPKN 
mengajukan permintaan kepada Bendahara gaji untuk 
melakukan pemotongan penghasilan dengan 
memperhatikan sisa masa kerja pegawai yang 
bersangkutan atau paling lama 48 (empat puluh dclapan) 
bulan. 

(3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud 
ayat (lJ tclah terlampaui dan Pihak Kctiga tidak mengganti 
Kerugian Negara secara tunai, TPKN melakukan penagihan 
ulang sebanyak 2 (dua) kali 7 [tujub] hari kerja. 

(4) Apabila setelah penagihan ketiga, Pihak Ketiga tidak 
mengganti Kerugian Negara secara tunai, ke Kas Negara, 
maka TPKN akan menyerahkan penye1esaian Kerugian 
Negara kcpada aparat pcnegak hukum. 

Pasal 13 

(4) SPKMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan 
mencantumkan jumlah Kerugian Negara secara pasti dengan 
diketahui oleh atasan }angsung. 

(5) Apabila Kerugian Negara telah dilunasi oleh PNS, dan/ atau 
Pihak Ketiga sesuai dengan SPKMKN. maka kepada PNS, 
dan/atau Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak dikenakan 
TOR. 

. II. 



Pasal 18 ... 

(l) Kepala menetapkan Keputusan Pembebanan TOR terhadap 
PNS dan/atau Surat Pelimpahan Proses Penyelesaian 
Kerugian Negara terhadap Pihak Ketiga kepada aparat 
penegak hukum, selambat-lambatnya 14 [ernpat belas) har] 
kerja terhitung sejak diterirnanya usulan penetapan TOR, 
sesuai Lampiran JI, dan/atau Pelimpahan Proses 
Penyelesaian Kerugian Negara dari TPKN. 

{2) Kepala menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) kepada Badan Pemeriksa Keuangan, selambat- 
lambatnya I "I {empat belas] hari kerja sejak Surat Keputusan 
ditetapkan. 

PasaJ 17 

Dalam hal Pihak Ketiga tidak bersedia menandatangani SPKMKN, 
maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 {empat belas) 
hari kerja sejak penolakan penandatanganan SPKMKN, TPKN 
mengajukan usulan kcpada Kepa]a agar penyelesaian Kerugian 
Negara diserahkan kepada aparat penegak hukum. 

Pasal 16 

(1) Apab.ila PNS tidak bersedia menandatangani SPKMKN, maka 
clalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
kerja sejak penolakan penandatang;man SPKMJ<N, TI>l<N 
mengajukan usulan penetapan Tuntutan Ganti Rugi {fGRJ 
kepada Kepa)a. 

(2) Usulan penetapan TGR berdasarkan hasil perneriksaan yang 
dilakukan oleh aparat pengawasan ekstemal atau aparat 
pengawasan internal pemerintah. 

Pasal 15 

c. .Kcrugian Negaia sebagai akibat tindakan langsung atau 
tidak langsung dari PNS dan/atau Pihak Ketiga; 

d. perbuatan dilakukan olch PNS dan/atau Pihak Ketiga karena 
tugasjaba.tannya; 

e, tidak dapat diselesaikan secara damai, 
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BAD lX ... 

Pasal 20 
Kerugian Negara yang disebabkan keadaan kahar menjadi beban 
Negara. 

(1} Apabila PNS memasuki masa pensiun sebelum utang kepada 
Negara tunas, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian 
Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan 
masih mempunyai utang kepada Negara dan Taspen yang 
menjadi hal<nya diperhitungkan untuk mengganti Kerugian 
Negara dimaksud. 

(2) Apabila PNS meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan 
betum menyelesaikan utang k.epada Negara, Kepala rnelimpahkan 
proses penyelesaian Kcrugian Negara kepada instansi Negara 
yang rnenangani piutang Ne~ra. 

(3) Apabila PNS melarikan diri, sedangkan yang bersangkutan belum 
menyelesaikan utang kepada Negara, Kepala melimpahkan proses 
penyelesaian Kerugian Negara kepada aparat penegak hukum. 

Pasa.119 

(l} Dala!n hal Kepe.la menetapkan pembebanan TGR kepada PNS, 
maka kepada yang bexsangkutan wajib mengganti Kerug!an Negara 
dengan cant menyetorkan secara tunai selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja sejak penetapan pembebanan TOR melalui 
Ben<lahara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak 
(SSBP). 

(2) Apabila dalam waktu 7 (tujub hari) kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah dilampaui dan PNS tidak mengganti Kerugian 
Negara secara tunai, Sekretaris Utama meminta kepada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk melaksanakan 
pemotongan maksimal sebesar 50% Qima puluh persen) dari gaji 
setiap bulan sampai tunas, 

Pasal 18 
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BAB X ... 

Pcnetapan Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Yang 
Tidak Oapat Ditindsklanjuti. 

h. kurang material nilainya dan melampaui baras 
kadaluwarsa. 

(2J Penetapan tcrnuan perneriksaan yang tidak dapat 
ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahesan yang 
dilakukan oleh TPKN, dituangkan di dalam Berita A car a 

(1) Kriteria untuk menetapkan temuan Kerugian Negara hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lnspektorat 
yang tidak dapat ditindaklanjuti, antara Jain : 
a rckomendasi bersifat himbauan; 
b. rekomcndasi masa lalu yang telah diperbaiki; 
c. terhadap suatu instansi yang saat ini instansi tersebut 

sudah tidak ada lagi; 
d. tindak Janjut berkaitan dengan Pihak Ketiga yang sudah 

bubar/pailit/meninggal dunia atau alarnatnya sudah tidak 
jelas lagi dengan pembuktian yang sah; 

e. rekornendasi ndak didukung dengan bukti yang kuat; 
f. sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang 

diperikss; 
g. penanggung jawab sudah tidak aktif [pensrun, meninggal 

dunia dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan 
pembuktian yang sah, kccuali untuk temuan yang belum 
kadaluarsa dan sudah ada TGR; dan 

Pasa122 

(1) Kepala mempunyaJ kewenangan untuk memberikan 
rekomendasi atas temuan Kerugian Negara hasil pcmeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan dan lnspektorat yang tidak dapat 
ditindaklanjuti. 

(2) Penetapan temuan Kerugian Neg,u-a yang tidak dapat 
ditindak lanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan dilakukan setelah rnendapat persetujuan dari 
Badan Pemerlksa Keuangan. 

Pasal 21 

BAB IX 
1llfl.JAN KERUGIAN NEGARA HASII.. PEMERIKSAAN 

YANG 11DAKDAPAT DmNDAKIANJUlT 
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BAn xm ... 

Dalam hal kewajiban PNS dan/atau Pihak Ketiga untuk 
mengganti Kerugian Negara dilakukan oleh pihak Jain, 
pelaksanaannya sebagaimana yang berlaku terhadap 
pcngampu/yang memperolch hak/ahli waris. 

Pasal 25 

BAB Xll 
KETENTUAN LAJN-LAlN 

Setiap PNS dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan 
perbuatan/kegiatan/kelalaian yang berdasarkan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ataupun Jnspektorat 
mengakibatkan Kerugian Negara, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

BABXl 
SANKS I 

Kewajiban PNS dan/atau Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi 
menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (litna) tahun sejak 
diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 (delapan) 
tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan 
penuntutan ganti rugi. 

Pasal 23 

BABX 
KADALUWARSA 
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Salinau sesuai dengan aslinya 
Sekrctariat Utama 8KPM 

.A~s°irti.::El:.r· o Peraturan Peruudang-undangan, 
ffiffit1™Y.1i1Kt.1as:varakat, dan Ta1a Usaha Pirnpinan 

BERIT/1 NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 922 

AMIR SYAMSUOIN 

ltd. 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUS!A 
REPUBLIK lNDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 September2012 

MUHAMAD CHATIB BASRT 

ttd, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 September 2012 
KEPALA BADAN KOORDINASJ PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan 
Peraturan ini dengan penempatannya da.lam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 26 

BABXUJ 
KETENTUANPENUTUP 

- ]6- 
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MUHAMAD CHATJB BASR! 

ttd. 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
RE:PUBI..IK INOONESIA, 

Saksi-saksr : 
J. . 
2 .. 

(nama, jabatan, NIP} (nama, jabatan, NIP) 

Meterai cukup 
Mengetahui, 
Kepala (unit kerja) 

Jakarta, . 

. _,.·. Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarlk kernbali, 
bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp . 
( ) yakni kerugian yang disebabkan . 
Terhadap Kerugian Negara tersebut di atas saya bersedia mengganti sepenuhnya 
dan menyetorkan kc Kas Negara dengan cara tunai/mengangsur paling 
lama ..... bulan, 
Apabila dikemudian hari temyata saya dibebaskan baik sebagian atau 
selurubnya dari tanggung jawab untuk mengganti Kerugian Negara, maka saya 
berhak mcnerima kernbali sebagian/seluruhnya jumlah yang telah saya setorkan 
sesuai tanggung jawab saya. 
Surat pemyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak 
manapun. 

Yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama . 
NIP . 
Pang)cat/Golongan . 
Tempat/Tanggal Lahir . 
Alamat . 
No. & Tgl. SK Pengangkatan . 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA 
(SPKMKN) 

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDJNASI PENANAMAN MODAL 
.REPUBLIK INDONESIJ\ NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA 
PENYELESAlAN KERUGIAN NEGARA DI LING.KUNOAN BAOAN KOORDINASJ 
PENANAMAN MODAL 



: Saudara .... diwajibkan untuk rnengganti Kerugian Negara 
dengan jumlah scbagaimana tcrcanturn dalarn Diktum 
PERTAMA dengan cara menyetorkan kc Kas Negara. 

KEDUJ\ 

: Menyatakan saudara .... (nama, pangkat, jabatan, NIP) pada ..... 
(unit kerja] telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian 

sehingga mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp . 
(dengan huruf). 

PERTAMA 

: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
ten tang Pembebanan Kerugian Negara Kepada . 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

; a . 
b . 

Mengingat 

; a ····· . 
b . 

Menimbang 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
NOMOR. TAHUN . 

TENTANG 
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA . 

LAMPJRAN JI PERATURAN KEPALA BADAN KOQRDlNASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK JNDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA 
PENYELESAlAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASJ 
PENANAMAN MODAL 



MUHAMAD CHATJB BASRI 

ttd. 

KEPALA BADAN KOORDJNASJ PENANAMAN MODAL 
REPUBLJK INDONESIA, 

Ditetapkan di Ja.Jrarta 
pada tanggal 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA 
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